
SALINAN

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah;

-
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Mengingat

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat

Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawsei Tenggara Tahun 2025, perlu

dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna tentang Penetapan Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor I Tahun 2O25 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2025;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
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2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapalali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

3
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Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Ke{a Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tlrgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Talun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2O14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
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6. Keputusan Selcetaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawsei Tenggara Tahun 2025;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2025;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA TAHUN 2025.

Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU meliputi, Drs Halisi,

serta telah ditetapkannya jabatan Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan jabatan

Kepala Sub Br8i'an Partisipasi Hubungan Masyarakat

dan Sumber Daya Manusia, sehingga diubah menjadi

sebagaimana tercantum dalam Ia.mpiran Keputusan ini.
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 6 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
utn Su Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

* !
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA NOMOR I TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA TAHUN 2025

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

1 2 3 4

PENGARAH

1

LA ODE
MUHAMAD ASKAR
ADI JAYA, SH

Ketua KPU
Pengarah

merangkap
Ketua

Pengarah

) ALIMUD]N, S.Pd Anggota KPU
Pengarah

merangkap
Anggota

Pengarah

3
LA ODE
NGKUMABUSI, SH

Anggota KPU
Pengarah

merangkap
Anggota

Pengarah

4 LA TASMAN, SP Anggota KPU
Pengarah

merangkap
Anggota

Pengarah

5
WA ODE LILIS
WIDYA NINGSIH,
ST

Anggota KPU
Pengarah

merangkap
Angqota

Pengarah

I

I

I
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NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

I 2 3 4

PELAKSANA

1

LA ODE ABDUL
MANAF FATTAH
ALAM, SE

Sekretaris KPU
Kabupaten Muna Ketua Ketua

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1
SITTI AMRANA,
S.Hut

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data

dan Informasi

Koordinator
merangkap

Anggota

- Menyusun
strategi
manajemen
perubahan dan
strategi
komunikasi
pada Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Muna.

- Melaksanakan
sosialisasi dan
intemalisasi
manajemen
perubahan
dalam rangka
reformasi
birokrasi. Dst

2 SARUS, SP

Kepala Sub Bagian
Teknis

Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Anggota

3 ANDI ARWIN, SP

Kepala Sub Bagian
Partisipasi,
Hubungan

Masyarakat dan
Sumber Daya

Manusia

Anggota

4
WA ODE MULIATI
HARIKI, SE

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan l,ogistik
Anggota

I TiM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 SARUS, SP

Kepala Sub Bagian
Teknis

Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Koordinator
merangkap

Anggota

- Mengidentifika
si peraturan
perundang-
undangan
yang
dikeluarkan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Muna.

- Melakukan

LAODE ABDUL
WAHAB, SH

Staf Anggota

I

I

I

I
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NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

1 2 3 4 5
pemetaan
peraturan
perundang-
undangan
yang tidak
harmonis atau
tidak sinkron
di lingkungan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Muna.

III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1 ANDI ARWIN, SP

Kepala Sub Bagian
Partisipasi
Hubungan

Masyarakat dan
Sumber Daya

Manusia

Koordinator
merangkap

Anggota

- Membentuk
unit keq'a yang
menangani
fungsi
organisasi, tata
laksana,
kepegawaian
dan diklat
yang mampu
mendukung
tercapainya
tujuan dan
sasararl
reformasi
birokrasi.

2
WA ODE
RAHMAWATI Staf Anggota

IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1
WA ODE MULIATI
HARIKI, SE

Kepala Sub Beg]an
Keuangan, Umum

dan Logistik

Koordinator
merangkap

Anggota

- Mengkoordinas
ikan penyiapan
dokumen SOP
core bussines

- Mengkoordinas
ikan
pembangunan
atau

2 LA ODE ETI Staf Anggota
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NO NAMA JAIIATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

1 2 3 4

a SAWALUDDIN,
A.Md Staf Anggota

pengembangan
e-government.

4 ERAH RACHMAN Staf Anggota

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1
WA ODE MULIATI
HARIKI, SE

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan Logistik

Koordinator
merangkap

Anggota

- Melaksanakan
sistem
rekrutmen
yang terbuka,
transparan,
akuntabel dan
berbasis
kompetensi

- Melakukan
asesmen
individu
berdasarkan
kompetensi

- Melaksanakan
penerapan
sistem
penilaian
kine{a
individu

- Membangun
sistem dan
proses
pendidikan
dan pelatihan
pegawai
berbasis
kompetensi
dalam
pengelolaan
kebijakan dan
pelayanan
publik.

2 LA ODE ETI Staf Anggota

3
SAWALUDDIN,
A.Md Staf Anggota

4 ERAH RACHMAN Staf Anggota

I

I

I

I
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NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

I 2 3 5

VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1 SARUS, SP

Kepala Sub Bagian
Teknis

Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Koordinator
merangkap

Anggota

- Melalsanakan
penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)pada
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Muna

- Meningkatkan
peran Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP) sebagai
quality
assurance dan
consulting.

a LAODE ABDUL
WAHAB, SH

Staf Anggota

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

SITTI AMRANA,
S.Hut

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data

dan Informasi

Koordinator
merangkap

Anggota

- Membangun
sistem yang
mampu
mendorong
tercapainya
kinerja
organisasi
yang terukur.

- Menyusun
indikator
kinerja utama
(IKU) Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Muna.

2 LA JANA Staf Anggota

aJ ALI SAHIDIN, ST Staf Anggota

4 BAHAR ARIFIN, ST Staf Anggota

1.
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NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

1 2 3 5

VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1 ANDI ARWIN, SP

Kepala Sub Bagian
Partisipasi
Hubungan

Masyaralat dan
Sumber Daya

Malusia

Koordinator
merangkap

Anggota

- Menerapkan
standar
pelayanan
dalam
pelayanan
publik

- Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraa
n pelayanan
publik.

2
WA ODE
RAHMAWATI

Staf Anggota

x TIM AGEN PERUBAHAN

1 SARUS, SP

Kepala Sub Bagian
Teknis

Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Koordinator
meralgkap

Anggota

- Membuat
rencana aksi
dari program-
program
reformasi yang
sudah akan
dijalankan
bersama Tim
Reformasi
Birokrasi
Sekretariat.

- Merencanakan,
melaksanakan
dan
mengevaluasi
kegiatan di
setiap program
Reformasi
Birokrasi
Sekretariat
serta
melaporkan
kepada Tim

2
WA ODE MULIATI
HARIKI, SE

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan logistik
Anggota

3
SITTI AMRANA,
S.Hut

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data

dan Informasi
Anggota

I

I

I
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NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

TUGAS DALAM
TIM

1 2 3 4

4 ANDI ARWIN, SP

Kepala Sub Bagian
Partisipasi
Hubungan

Masyarakat dan
Sumber Daya

Manusia

Anggota

Pengarah
setiap bulan
bersama Tim
Reformasi
Bhokrasi.

- Melakukan
kampanye dan
mengajak
setiap pegawai
untuk
melakukan
perubahan
mental dan
perilaku yang
sejalan dengan
Reformasi
Birokrasi
secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KRETARIA" KOMISI PEMILIHAN UMUM

ATE MUNA
ub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

u

-'J
=uls\
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